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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : W29.U4//p /KP.10.10/1/2022

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan
pasal 4 PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Instansi Pemerintah:;

Bahwa dengan dimulainya rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka
Pengadilan Negeri Tangerang selaku satuan kerja di
lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. perlu
meninjau  kembali atau mereviu dalam rangka
penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
120/KMA/SK/V/2021 Tentang Penetapan  Indikator Kinerja
Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

[2]

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2021:

: Mencabut Surat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor

W29.U4/205/SK/KP.10.10/2/2021 tanggal 21 Februari 2021
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri
Tangerang Tahun 2020;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Negeri Tangerang, untuk menetapkan Renstra,
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan
pencapaian kinerja;

: Bahwa untuk melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan

untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri
Tangerang agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid
dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal % Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

b

INANOER RACHMANI"



REVIUKESATU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILANNEGERITANGERANG

FENANG SUMBER
NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA PENJELASAN GUNG
DATA
JAWAB
1. Terwujudnya a. Persentase sisa Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan . Panitera | Laporan
Proses pe rkara yang Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan ¢ Bulanan
: diselesaikan : dan
Peradilan yang Catatan :
Pasti Psrdats e Surat Edaran Ketua MA Rl Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Laporan
! Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Tahunan
Transparan . . . . -
-Pidana Biasa e Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya.
dan Akuntabel
- Pidana Anak
b. Persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu 4 100% Panitera | Laporan
perkara yang Jumlah Perkara yang diselesaikan Bulanan
diselesaikan tepat dan
waktu : Catatan : Laporan
- Perdata e Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah Tahunan
- Pidana Biasa sisa perkara tahun sebelumnya.
- Pidana Anak e Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan.
c. Persentase Putusan Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 109 Panitera | Laporan
Perkara yang Tidak Jumlah Perkara yang diputus Bulanan
Mengajukan Upaya dan
Hukum : Catatan : Laporan
B e Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. P
¢ wmza_.jm e Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas Tahunan
e Kasasi atas putusan pengadilan.

e PK




d. _u_m rsentase Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi x 100% Panitera Laporan
Pidana Anak yang Jumlah Perkara Pidana Anak Bulanan
diselesaikan secara dan
Diversi Catatan : Laporan
Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan Tahunan
sebagai korban.
e. Index Kepuasan Panitera | Laporan
Pencari Keadilan Index Kepuasan Pencari Keadilan J Semestera
Catatan : ndan
e Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Laporan
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tahunan
e Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80 .
2. _UQDWDW_ANHND a. Persentase salinan Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu x 100% Panitera Laporan
0
. utusan vang dikirim Jumlah perkara yang diputus Bulanan
Efektivitas P YEngs o
kepada para pihak
Pengelolaan et AR Catatan : Laporan
_um3<m_mmm_m3 P ' SEMA NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Tahunan
Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. x 100%
Perkara - Perdata
- Pidana Biasa
- Pidana Anak
b. Persentase Perkara Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Panitera | Laporan
yang diselesaikan Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Bulanan
. L Catatan : dan
melalui Mediasi Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Laporan
Tahunan
c. Persentase berkas Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding Panitera Laporan
pe rkara yang Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu x 100% Bulanan
. . Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding,
930;01&: Banding, Kasasi dan PR dan
Kasasi dan PK yang Laporan
diajukan secara Catatan : Tahunan
lengkap dan tepat
waktu
d. Persentase putusan Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat Panitera Laporan
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus Bulanan

perkara yang menarik

3-1.009%




perhatian masyarakat

dan

yang dapat diakses Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat Laporan
secara online dalam Tahunan
. Catatan :
waktu 1 hari setelah Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Tipikor.
perkara diputus
3 Meningkatnya a. Persentase Perkara Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan % 100% Panitera | Laporan
Akses Prodeo yang Jumlah Perkara Prodeo Bulanan
< : diselesaikan dan
Peradilan bagi Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Laporan
Masyarakat _ ) ) Tah
Miskin d Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. anunan
ISKIN dan
i i b. Persentase Perk Panitera apor
._.m_‘U_Jmm_lAmJ m:. . mﬁm. Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan = Laparan
yang diselesaikan di Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar x 100% Bulanan
luar Gedung gedung pengadilan dan
Pengadilan Coitatan Laporan
® Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Tahunan
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
e Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan
(zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).
c. Persentase Pencari _ _ Panitera | Laporan
dilan Gol Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 100% BuUl
Keadilan Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu X & ulanan
Tertentu yang dan
Mendapat Layanan Catatan : Laporan
® PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Bantuan Hukum Tahunan
(Posbakum) Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
e Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).
4, Meningkatnya | Persentase Putusan Panitera | Laporan
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (diesksekusi) Bul
Kepatuhan Perkara Perdata yang x 100% ulanan
Terhada Q_ﬂzamw_mécd Jumlah Putusan Perkara perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk dan
g dieksekus .
Putusan (dieksekusi) ditindaklanjuti (dieksusi) aporan
Tahunan
_um:mm%_m: Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR : W29.U4 MZTY/KP.10.10/12/2021
TENTANG

TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di lingkungan instansi Pemerintah:

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Tangerang periu
meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator
Kinerja Utama (IKU);

Bahwa untuk kelancaran penyusunan Penetapan reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tangerang perlu membentuk tim
Penyusunan tersebut;

Bahwa nama-nama tersebut di dalam surat keputusan Ketua Pengadilan

Negeri Tangerang dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan

tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sitem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

¢
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3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah:

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021

Tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGER|I TANGERANG
Menunjuk tim Penyusun Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada Pengadilan Negeri Tangerang;
Tim Penyusun Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) menjalankan
tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan melaporkan
setiap perkembangannya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 2 tDesember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

" HWINANOER RACHMAN, S.H. M.H,




Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Nomor
Tanggal

W29.U4/\

2L Desember 2021

/KP.10.10/12/2021

TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

JABATAN JABATAN
HO N KEDINASAN DALAM TIM
Ketua Pengadilan Negeri Pelindung /
1 | HMINANOER RACHMAN, S.H, M.H i Penasehat
Wakil Ketua Pengadilan Penanggung
2 | BARITA SINAGA, S.H, M.H Negeri Tangerang Il
Sekretaris Pengadilan
3 | RINI SUMARNINGSIH, S.H, M.M Negeri Tangerang Ketua
Panitera Pengadilan .
4 | Dr. TANTRI YANTI M, S.H, M.H Negeri Tangerang Wakil Ketua
5 | DESSY HERLIANI, S.Sos Kepala Bagian Umum K°8tr:'r:2t°r
Ka. Sub Bagian Koordinator
6 DENHAR, S.H, M.-H Perencanaan, Tl dan Administrasi
Pelaporan Umum
Koordinator
7 MARTHIN TURNIP, S.H, M.H Panitera Muda Hukum Administrasi
Perkara
8 | ENDANG PURWANINGSIH, S.H, M.H Panitera Muda Perdata Anggota
Anggota
9 | MUHAMMAD TAUFIK, S.H, M.H Panitera Muda Pidana
Ka. Sub Bagian Tata Anggota
10 | BAYU FITRIAS L BHASKARA, S.T, M.-H Usaha dan Keuangan
Ka. Sub Bagian Anggota
11 | HRACHMAT BUDIYANTO Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana
Staff Sub Bagian Anggota
12 | PRISKA RUFINA S, S.E Perencanaan, Tl dan
Pelaporan
13 | ADHI FIRZIA MIHRAM Staff Sub Bagian Tata Anggota

Usaha dan Keuangan

Ditetapkan di :
Pada tanggal : ? 2 Desember 2021

Tangerang

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

BT N

=X H MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.#,‘\/




MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020- 2024
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

VISI: MENDUKUNG TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANGERANG YANG AGUNG
MiSI: 1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN
3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Sisa Perkara
yang

diselesaikan

- Pidana Biasa] 100 100 100 100 100
- Pidana Anak | 100 100 100 100 100

~Perdata 100 | 100 | 100 | 100 | 100

B) Persentase
perkara yang
diselesaikan

Tepat waktu
-Pidana Biasa§| 77.51 | 80.34 | 53.89 | 67.07} 75.02

- Pidana Anak | 100 § 82.08 | 77.77 | 80.04} 80.11

- Perdata 7966 § 73.74 | 45.00 | 6133} 65.30
Terwujudnya Program Peradilan
Pencari keadilan Persentase proses Peningkatan Peningkatan § Umum vi:j
1} |momsakebutuhan] Perkara yang 93% peradilan Mangjemen | Menajemen | - disclesaikan PKR|  522.400.000|  300.960.000] 300.960.000 687.900.000f  732.000.000
dan kepuasannya §  diselesaikan yang pasti, fc) Persentase Peradil Peradilan ditingkat | 1000
terpenuhi tepat waktu transparan | perkara pidana w Han Umum pertama dan
dan akuntabelfdan perdata mam banding
fyang nﬂﬂr tepat waktu,
imengajukan
lupaya hukum
- Banding 94.054 97.33 | 93.69 § 98.17§ 98.27
- Kasasi 96.01 | 98.67 | 99.48 § 99.49§ 99.54
-PK 98.35) 99.79 | 97.40 | 99.31§ 99.41
d) Persentase
Perkara pidanaj
Anak yang 384 | 714 | 1428 | 1430 | 1504
diselesaikan
Dengan

diversi




responden
Pencari
Keadilan yang
Puas terhadap
Layanan

peradilan

85.30

89.67

92.50

92.66

93.01

f) Persentase
Pelayanan
Zero Complain
Di Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (PTSP)

100

100

100

100

100

Peningkatan

Manajemen

Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen

Peradilan
Umum

Perkara

Peradilan
Umum yang

diselesaikan
di tingkat
pertama dan
banding
tepat waktu

1000

PKR

522.400.000

300.960.000

300.960.000

687.900.000

732.000.000

Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan

Penyelesaian
Perkara

a.Persentase
salinan
putusan
yang dikirim
ke para
pihak tepat
waktu :

- Perdata

Pidana
Biasa

- Perdata

98.69

9477

94.88

95.00

b. Persentase

perkara yang|
diselesaikan
mela
mediasi

6.88

5.87

3.31

5.14

5.92

c.Presentase
berkas
perkara yang
diajukan
banding,
kasasi, dan
PK secara
lengkap dan

tepat waktu

38.29

4415

44.90

4526

d.Presentase
putusan
yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses
secara
online dalam
1 hari
setelah
diputus

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Perkara
Peradilan
Umum yang
diselesaikan
di tingkat
pertama dan

banding tepat|

waktu

1000

PKR

522.400.000

300.960.000

300.960.000

687.900.000

732.000.000

1000

PKR

522.400.000

300.960.000

300.960.000

687.900.000

732.000.000

1000

PKR

522.400.000

300.960.000

300.960.000

687.900.000

732.000.000

unit

§22.400.000

300.960.000

300.960.000

687.900.000

732.000.000




Ho?\&:n_:w.m akses|a, Persentase Meningkatny |a. Persentase
Peradilan bagi perkara prodeo aakses perkara prodeo
Masyarakat Miskin{ yang peradilan bagi|yang 100 100 100 100 | 100
dan terpinggirkan | diselesaikan masyarakat | diselesaikan
miskin dan  [§ Perteitass 31 pKR 2.760.000 2.760.000 2.760.000 3.156.000 3.980.000
terpinggirkan [ perkara yang
disclesaiken di | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 Perkara
Luar Gedung Peradilan
Pengadilan Peningkatan | Peningkatan | Umum yang
NaAe, Manai diselecail
b. Persentase M.nwmw_.n:ﬁwn wm.wmzms vanw&_m: n_mﬂwm:w_ﬂ_..
. ' mum mum pertama dan
pencari keadilan keadilan banding
golongan golongan tepat waktu
33.600.000 33.600.000 33.600.000 48.000.000 48.000.000
tertentu yang fenentuyang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 336] oOF
mendapat mendapat
layanan layanan
bantuan hukum bantuan
hukum
(Posbakum) (Posbakum)
Perkara
Meningkatnya Pesentase Remdian
o mﬁmzm:< putusan Peningkatan | Peningkatan | Umum yang
) n da perkaraperdata | 46 65 | 1591 | 1207 | 16.67 | 17.48| Manajemen | Manajemen | diselesaikan _—
mr”, adap  fyang Peradilan | Peradilan | ditingkat 522400000 |  300.960.000 | 300.960.000 | 687.900.000 | 732.000.000
nm cth_m: EJS&EE,E Umum Umum | pertama dan
peng: (dieksekusi) banding tepat
waktu
Terwujudnya [Nilai IKPA DIPA £ ing} Pr. 100 | 100 | 100 | 100 | 100 Peningkatan | Jumlah tenaga] 26 | OT8 22 30 30 30 30
duk pelak 01 fkualitas sumber fenaga teknis b kan dan 1 Kni
tugas Mahkamah daya manusia  kano Julus pel peradilan o s yeng
jrgung diklat/bimtek fhukum fumum mengikuti
eknis yudisial diklat/bimtek
teknis
rsentase 100 100 100 100 100 fProgram [Pembinaan Jumlah 9 15 15 15 15
egawai yang dukungan Administrasi :
ulus Imanajemen  fdan vnmne.cE xm:w
diklat/bimtek pengelolaan | mengikuti
non teknis keuangan BUA | diklat/bimtek
teknis
IPr 100 100 100 100 100 JProgram IPeningk Terlak 1 LHP 1 1 2 2 2
fhasil pengawasankemuan LHP penegakan dan [Manajemen Daerah
inerja aparatur - Laerah yang Ipel peradilan pehgawas
pengadlan kivin dalclanjuti hukum burmum kinerja
aparatur
pengadilan
[Meningkatnya [Nilai IKPA Dipa| 100 | 92.15 100 100 100 Tnomga ﬂoavimw: Jumlah 1 layanan 98.10 99.00 99.20 99.70 100.00
Ipengelolaan 1 duk Administrasi layanan
fkeuangan anajemen
engelolaan | Perkantoran
eu BUA
[Nilai IKPA Dipaj 100 98.40 100 100 100 ogram embinaan 97.35 98.77 99.30 99.65 100.00
03 dukungan |Administrasi
imanajemen  {dan
\gan BUA
Meningkatnya [Presentase 100 100 100 100 100 fProgram [Pembinaan Jumlah BMN 25.000.000 265.000.000 605.000.000 670.000.000 700.000.000
Lol lisasi output dukungan Administrasi
faset fpengadaan BMN manajemen  fdan
gan BUA




